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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada masyarakat yang tidak
secara langsung memberikan kontra prestasi kepada masyarakat. Berbeda hanya
dengan retribusi daerah yang secara langsung mendapatkan kontraprestasi. Dalam
perpajakan pusat atau negara ada pemotongan dan pemungutan pajak yang
dipotong dan dipungut oleh pihak lain dalam suatu transaksi, hal ini sebagai wujud
cerminan dari Withholding System dengan manfaat yang baik bagi perusahaan
maupun pemerintah. Pemotongan dan/atau pemungutan pajak timbul karena adanya
penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri maupun luar negeri
sebagai imbalan atas barang maupun jasa diperoleh dari daerah pabean yang telah

dikerjakan sebagaimana meskinya.

Suatu perusahaan yang sudah memiliki NPWP atau yang dikukuhkan secara
jabatan dengan peredaran kotor pada usaha tersebut pada satu periode telah
melebihi batas minimum pengusaha kena pajak atau perusahaan asing yang berada
di Indonesia (BUT) berhak memotong atau memungut pembayaran atas barang dan
atau jasa kepada lawan transaksi baik yang sudah memiliki NPWP maupun belum
memiliki NPWP kecuali yang dikecualikan dalam hal-hal tertentu yang tertera pada

Undang-Undang Perpajakan.



Sedikit berbeda kuasa pemotong dan pemungut pajak pada suatu transaksi yang
terjadi dengan perusahaan dengan lebel Wajib Pungut. Pada dasarnya pemotongan
atas suatu pembayaran barang atau jasa pada suatu perusahaan yang berhak
memotong adalah perusahaan yang menerima barang atau jasa sedangkan
pemungutan pajak dilakukan oleh pihak yang memberikan barang atau jasa. Hal ini
sedikit berbeda apabila perusahaan dengan label Wajib Pungut yang melakukan
suatu transaksi, perusahaan dengan lebel Wajib Pungut berhak memotong dan
membayarkan sendiri pungutan pajak atas pembayaran semua transaksi.
Perusahaan yang memberikan barang atau jasa akan mendapat bukti berupa pajak
masukan dan bukti potong pajak untuk pengurangan pajak yang dapat digunakan
sebagai kredit pajak tahunan. Hal ini membantu meringankan beban pajak pada
perusahaan dalam membayar pajak tahunan. Potong pungut pajak juga membantu
membantu negara dalam aspek pendanaan bulanan dalam APBN sebab dalam

pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan setiap bulan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu objek Withholding System
disebabkan melibatkan pihak ketiga dalam membayarkan pajak. Penghasilan yang
dipotong yaitu Deviden, Bunga, Royalti, hadiah, sewa, Imbalan atau jasa dengan
tarif mulai dari 2% hingga 15%. Pajak Penghasilan Pasal 23 terkait dengan imbalan
atau jasa yang tertera didalam Peraturan mentri keuangan Republik Indonesia
nomor 141/PMK.03/2015 diantaranya yaitu : jasa Pemanen, Pelinai, Hukum,

pembuatan sarana prosomi iklan, dan lainnya.

Dewasa ini banyak sekali jasa-jasa yang beredar mulai dari jasa service,

konsultan, ketring, dan lain sebaginya. Tidak semua jenis jasa yang ada dikenakan



pajak PPh Pasal 23, hanya jasa-jasa yang tertera dalam PMK Nomor 141 saja yang
dikenakan PPh pasal 23 itu sebabnya PPh pasal 23 sering disebut sebagai positif list

fax.

Bank Negara Indonesia Tbk merupakan salah satu perussahaan milik negara
yang sedikit berbeda dalam melakukan potong pungut pajak khususnya pada Pajak
Penghasilan Pasal 23 yang dipotong atas imbalan jasa. Perusahaan yang melakukan
transaksi kepada perusahaan milik negara maka pemotongan pajak dilakukan oleh
perusahaa milik negara itulah sebabnya Perusahaan milik negara mendapat sebutan

Wajib Pungut (WAPU).

Pada masa pajak bulan Maret Bank Negara Indonesia menggunakan banyak
sekali jasa ada jasa rutin dan tidak rutin. Jasa rutin diantaranya: jasa grab, jasa
service akses internet, jasa sampah. Sedangkan jasa tidak rutin atau jasa-jasa yang
digunakan hanya sewaktu-waktu salah satunya adalah: Jasa pelayanan promosi
iklan. Dalam hal ini Bank Negara Indonesia memiliki aplikasi yang sudah diatur
khusus untuk mempermudah mengklasifikasikan jenis-jenis jasa yang dikenakan
Pajak Penghasilan Pasal 23 dan aplikasi bantuan lainnya untuk memperlancar
prosedur pemotongan Pajak Peghasilan Pasal 23. Keteraturan dalam prosedur
pemotongan PPh Pasal 23 dalam hal ini Bank Negara Indonesia menyebabkan

konsisten dalam penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 23.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis termotivasi untuk

mengngagkat topik mengenai pemotongan Pajak penghasilan pasal 23 dalam



penulisan Laporan Tugas akhir dengan judul “Prosedur Wajib Pungut Bank

Negara Indonesia Terhadap PPh Pasal 23 atas Jasa Kepada Vendor.

1.2 Permasalahan

Dalam penulisan Laporan posisi Tugas Akhir ini ada permasalahan yang akan

dibahas. Permasalahan disebutkan dibawah ini :

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas oleh penulis, maka penulis
mempunyai beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas. Pokok permasalahan

disebutkan dibawah ini :

1. Bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh
Wajib Pungut kepada Vendor

2. Bagaimana perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh
Wajib Pungut kepada Vendor

3. Bagaimana penyerahan Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh
Wajib Pungut kepada Vendor

4. Bagaimana penyetoran pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh
Wajib Pungut kepada Vendor

5. Bagaimana pelaporan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa oleh

Wajib Pungut kepada Vendor



1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis membatasi perbasalahan pada penerapan prosedur pemotongan PPh
Pasal 23 atas Jasa Sarana Pormosi lklan Pada PT. BCD pada masa pajak bulan
Maret 2020 oleh Bank Negara Indonesia Thk Divisi Penjualan Konsumer (SLN)

Bagian Umum.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penulis memiliki

beberapa tujuan. Yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor.

2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor.

3. Untuk mengetahui bagaimana penyerahan bukti potong Pajak Penghasilan
Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor.

4. Untuk mengetahui bagaimana penyetorann Pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 23 atas jasa oleh Wajib Pungut kepada Vendor

5. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
23 atas jasa oleh Wajib Pungut epada Vendor.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Disamping tujuan diatas, tulisan Laporan Posisi Tugas Akhir ini juga

mempunyau manfaat, yaitu :



1. Bagi Penulis

Dapat menjadikan sebagai pengembahangan dan Pengaplikasian teori-teori
yang dihadapkan di bangku perkuliahan dengan praktek sesungguhnya di

dalam dunia kerja yang berkaitan dengn materi perpajakan PPh 23.

2. Bagi Institusi

Dapat mengetahui prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa

oleh Bank Negara Indonesia Tbk sebagai perusahaan BUMN.

3. Bagi Perusahaan

Dengan Adalanya penelitian ini, dapat membantu Instansi atau perusahaan
tersebut dalam memberikan informasi, masukan serta sumbangan pemikiran
berupa bahasan dan saran yang dapat dijadikan salah satu kebijakan-kebijakan
perusahaan dimasa mendatan. Serta hasil penelitian dapat digunakan oleh

menejemen perusahaan untuk aplikasi leih lanjut.

4. Bagi FEB UHAMKA

Dapat menjadi bahan bacaan untuk membantu mahasiswa lainnya dalam
memperluas pengetahuan dan menambah karya ilmiyah dibidang perpajakan

khususnya pada PPh Pasal 23.

1.4 Metode Penalitian



Untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam melakukan
penuyusunan laporan tugas akhir ini, berbagai pengamatan telah penulis yaitu,

dengan cara sebagai berikut :

1. Tinjauan Kepustakaan (library Research)
Tinjauan kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari referensi-referensi
dari beberapa sumber yang digunakan untuk kegiatan penelitian mengenai
landasan teori PPh Pasal 23. Hal tersebut sangat penting untuk dasar pemikiran

dan dapat memberikan gambar umum mengenai objek yang akan diteliti.

2. Tinjauan Lapangan atau Praktik Kerja

Tinjauan ini dilakukan untuk melakukan pengumpulan data diperoleh dari
pihak Bank Negara Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan yang

akan dibahas. Salah satunya tentang PPh Pasal 23.
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